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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a) Respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Dinas Sosial 

Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan 

Ngaglik terkait dengan efektivitas beserta penyaluran program bantuan 

sosial saat pandemi Covid-19 yakni disebutkan bahwa distribusi bantuan 

sosial dibagikan dengan menaati atau mengikuti protokol kesehatan yang 

sudah berlaku sehingga baik warga ataupun petugas sama-sama dapat 

memperkecil persentase persebaran Covid-19 di tempat pembagian tersebut. 

Selanjutnya, dalam proses distribusi bantuan sosial diwajibkan menjauhi 

adanya kerumunan dan warga wajib taat pada program kesehatan yang 

sudah berlaku, lalu untuk lansia dan disabilitas masih sangat kesulitan atau 

keterbatasan dalam pengambilan jatah bantuan sosial. Yang terakhir, terkait 

efektivitas bantuan sosial bahwasanya distribusi atau program bantuan 

sosial ini merupakan langkah yang cukup efektif dilihat dari beberapa 

masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 tetapi 

terkadang di sisi lain juga kurang efektif karena masyarakat masih ada yang 

belum mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan kuota yang sudah ada.  

Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mengikuti 

dengan rutin jadwal pengambilan jatah atau kuota bantuan sosial sesuai 

yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Kecamatan atau biasa disebut 

Kapanewon. Sedangkan, Respon masyarakat di Kelurahan Sardonoharjo, 

Kelurahan Sukoharjo, dan Kelurahan Sinduadi Kabupaten Sleman terkait 

efektivitas beserta penyaluran bantuan sosial pada saat pandemi Covid-19, 

yaitu respon warga sangat positif karena bantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

masyarakat terutama selama masa pandemi Covid-19.’ 

b) Kendala yang dialami pemerintah terutama dalam penyaluran bantuan sosial 

di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngaglik dalam 
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lingkup Kabupaten Sleman yakni ada beberapa masyarakat yang merasa 

bahwa dirinya tidak dapat bantuan. Proses distribusi yang sulit karena 

terkendala kehadiran dari warga masyarakat itu sendiri yang berada diluar 

jangkauan dari Kecamatan seperti contohnya warga tersebut sedang berada 

di luar kota. Lalu untuk selanjutnya ketika sudah diberikan undangan, 

masyarakat selalu datang terlambat sehingga waktu yang semula sudah 

dijadwalkan untuk satu kelurahan akan menjadi semakin bertambah lama. 

Pihak Kecamatan sudah memberikan ketentuan waktu pada tiap Kelurahan 

yang cukup dan sesuai dalam distribusi jenis bantuan sosial tersebut 

sehingga seharusnya memudahkan masyarakat dalam pengambilan kloter 

bantuan sosial dan tidak melanggar protokol kesehatan yang ada. 

B. Saran 

  Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitian dan  kesimpulan yang sudah di simpulkan oleh peneliti yaitu yang 

pertama terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat di Kabupaten Sleman pada saat Pandemi Covid-19   yaitu 

untuk penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan yang 

sudah tertulis. Untuk distribusi bantuan sosial yang dirasa masih kurang efektif 

mungkin dapat dibenahi dari proses verifikasi data calon penerima bantuan 

sosial. Apabila data tersebut tidak sesuai maka akan menjadi kerugian bagi 

warga calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat menerima manfaat 

adanya bantuan sosial.  

 Untuk saran yang kedua yaitu terkait kendala-kendala yang dialami 

pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi bantuan sosial di Kabupaten 

Sleman, dalam kasus ini banyak sekali warga ataupun masyarakat yang tidak 

menerima manfaat bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Hal 

tersebut dikarenakan ada warga yang tidak mengikuti jadwal yang sudah 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan rutin agar dapat menerima 6 tahapan 

yang sudah diberikan oleh Pemerintah. Untuk pembuatan jadwal sendiri, 

seharusnya dibuatkan jadwal susulan untuk warga penerima manfaat bantuan 

sosial yang tidak menerima bantuan sosial sesuai jadwal. Hal tersebut agar tidak 

terjadi keluhan-keluhan yang akan datang dikemudian hari dari masyarakat, 

seperti keluhan kurangnya menerima tahapan bantuan sosial yang ada yaitu 
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sebanyak 6 tahapan. Selanjutnya, ada masyarakat calon penerima bantuan sosial 

yang tidak menaati protokol kesehatan yang berlaku seperti tidak memakai 

masker atau tidak membawa handsanitizer maupun mencuci tangan terlebih 

dahulu sebelum menerima bantuan sosial. Terkait hal tersebut maka saran dari 

peneliti yaitu satuan petugas disarankan untuk memberikan himbauan manual 

agar masyarakat calon penerima bantuan sosial yang akan menerima bantuan 

sosial dapat mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada atau Pemerintah 

Daerah menyediakan masker di setiap Kelurahan setempat sebagai tempat 

penerimaan bantuan sosial. 
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